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Ringkasan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 pada Inspektorat Kabupaten 

Madiun. Fokus penelitian diarahkan untuk menilai kesesuaian alokasi anggaran 

Inspektorat dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut serta meninjau 

manfaatnya terhadap peningkatan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pencegahan 

korupsi oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pejabat struktural 

dan fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten Madiun. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa implementasi Permendagri No. 84 Tahun 2022 telah berjalan 

cukup efektif namun masih menghadapi beberapa kendala. Dari aspek komunikasi, 

penyampaian informasi kebijakan telah dilakukan melalui rapat koordinasi dan 

media digital, namun transmisi informasi teknis dari pusat ke daerah masih 

mengalami keterlambatan. Dari aspek sumber daya, kualitas aparatur sudah 

memadai, tetapi jumlah auditor dan pejabat fungsional masih terbatas. Aspek 

disposisi menunjukkan bahwa aparatur memiliki komitmen dan motivasi tinggi, 

meskipun sistem penghargaan dan insentif masih perlu diperkuat. Dari sisi struktur 

birokrasi, Inspektorat telah memiliki SOP pengawasan berdasarkan Permendagri 

No. 64 Tahun 2007 dan PP No. 60 Tahun 2008 (SPIP), tetapi perlu disesuaikan 

kembali agar selaras dengan Permendagri No. 84 Tahun 2022 terutama dalam aspek 

penganggaran dan pelaporan. Disarankan agar Inspektorat Kabupaten Madiun 

mempercepat pembaruan SOP pengawasan internal agar lebih sinkron dengan 

ketentuan regulasi terbaru, meningkatkan efektivitas komunikasi internal melalui 

pemanfaatan teknologi informasi, memperkuat kapasitas sumber daya manusia 

melalui pelatihan dan sertifikasi auditor, serta menerapkan sistem insentif berbasis 

kinerja guna mendorong motivasi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan secara 

transparan dan akuntabel. 
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Sumary 

This study aims to analyze the implementation of Minister of Home Affairs 

Regulation of the Republic of Indonesia Number 84 of 2022 concerning Guidelines 

for the Preparation of the 2023 Regional Revenue and Expenditure Budget at the 

Inspectorate of Madiun Regency. The research focuses on assessing the conformity 

of the Inspectorate’s budget allocation with the provisions stipulated in the 

regulation and its benefits in strengthening the functions of supervision, guidance, 

and corruption prevention by the Government Internal Supervisory Apparatus 

(APIP). This research employs a descriptive qualitative approach with data 

collected through interviews, observation, and documentation involving structural 

and functional officials within the Madiun Regency Inspectorate. The results show 

that the implementation of Ministerial Regulation No. 84 of 2022 has been 

relatively effective but still faces several challenges. In terms of communication, 

policy information dissemination has been carried out through coordination 

meetings and digital media, yet there are delays in the transmission of technical 

information from the central to the regional level. Regarding resources, the 

competence of personnel is adequate, but the number of auditors and functional 

officers remains limited. The disposition aspect indicates that staff have strong 

commitment and motivation, although the reward and incentive systems need 

improvement. In terms of bureaucratic structure, the Inspectorate already has 

operational procedures based on Ministerial Regulation No. 64 of 2007 and 

Government Regulation No. 60 of 2008 (SPIP), but these need to be updated to 

align with Ministerial Regulation No. 84 of 2022, particularly in budgeting and 

reporting aspects. It is recommended that the Madiun Regency Inspectorate 

accelerate the revision of internal supervision SOPs to align with the latest 

regulatory framework, enhance internal communication through information 

technology systems, strengthen human resource capacity through training and 

auditor certification, and implement a performance-based incentive system to 

improve motivation, transparency, and accountability in policy implementation. 

 

Keywords: Policy Implementation, Ministerial Regulation No. 84/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	c835de7a6a0a18c27aafcf6959e1400841c3a32228b01cd05fd09d2d8aa6eb9f.pdf
	Ringkasan
	Sumary


